
 

 

 

 

BUPATI MAGETAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

NOMOR  6   TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2015 

TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM LAWU TIRTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGETAN, 

 

 

Menimbang  : a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

 

bahwa dalam rangka pemenuhan sarana 

prasarana, fasilitas publik  serta untuk 

menunjang pengembangan dan peningkatan 

pelayanan air minum kepada masyarakat, 

Pemerintah Kabupaten Magetan perlu melakukan 

penambahan penyertaan modal kepada 

Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta; 

bahwa untuk melaksanakan penambahan 

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magetan 

kepada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta 

sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 

melakukan perubahan terhadap Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 

tentang Penyertaan Modal Daerah pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta; 

 

SALINAN 
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  c. 

 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 

7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah 

pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta; 

 

Mengingat : 1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 12  tahun  1950  tentang  

Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten di 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II 

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 

dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82 Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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6. 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun   2005   Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4593) 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 

1982 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 

Tingkat II Magetan Nomor 9 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 

tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 

Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan 

Tahun 1986 Nomor 6 Seri C); 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor  8); 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyertaan Modal 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18); 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air 

Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan 

Lemabaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 

19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun  2012 

tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2013 Nomor 4, Tambahan Lemabaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 31); 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah 

pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta 

Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 22); 
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14. 

 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta 

Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Magetan Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 25); 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 

Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan 

Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Daerah Nomor 35); 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah 

Dalam Rangka Penerusan Hibah pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2014 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 36); 

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah 

Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 

2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Magetan Nomor 22); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN  

dan 

BUPATI MAGETAN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH  NOMOR  7 TAHUN 2015 TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN 

DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA. 
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Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal 

Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta 

(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 

5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 

45) diubah sebagai berikut : 

1. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal 

yakni pasal 5 A yang berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5A 

 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal 

pada PDAM Lawu Tirta pada tahun 2016 sampai 

dengan tahun  2019 sebesar Rp 31.400.000.000,00 

(tiga puluh satu milyar empat ratus juta rupiah). 

(2) Pengalokasian penyertaan modal setiap tahunnya 

akan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan sesuai 

dengan kemampuan keuangan Daerah. 

(3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) bersumber dari: 

a. APBD; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;dan 

c. Hibah Pemerintah atau Lembaga Dalam Negeri 

maupun Luar Negeri. 

(4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat berupa barang dan/atau uang. 
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Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan. 

 

Ditetapkan di Magetan  

pada tanggal  4 Mei 2016 

BUPATI MAGETAN, 

 

ttd 

 

S U M A N T R I 

 

Diundangkan di Magetan  

pada tanggal 24 Agustus 2016 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN 

 

ttd 

 

S U T I K N O 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR  4 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

SUCI LESTARI, SH 
Pembina Tingkat I 

NIP.19680803 199503 2 002 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA 

TIMUR : 133-6/2016 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN  

NOMOR   6   TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 

7 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA  

 

I.   UMUM  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat 

melakukan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMD) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam pasal 

berikutnya disebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah 

pada BUMD dapat digunakan untuk pembentukan maupun 

penambahan modal BUMD, dan ditegaskan bahwa penyertaan modal 

tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.  

Sementara itu Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa 

penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila 

jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah 

ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magetan pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta merupakan bagian dari 

strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah dalam rangka 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan dan 

pengembangan dunia usaha, peningkatan pertumbuhan ekonomi 

daerah dan peningkatan serta pengembangan Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD). Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Magetan 

pada PDAM Lawu Tirta diperlukan dalam rangka meningkatkan 

kapasitas permodalan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Magetan 

sehingga dapat meningkatkan kapasitas usaha PDAM Lawu Tirta dan 

sekaligus dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 

pelayanan air bersih kepada masyarakat. Sehubungan jumlah rencana 

penambahan penyertaan modal tahun 2016 sampai dengan tahun 

2019 melebihi jumlah penyertaan modal yang disebutkan dalam 

peraturan daerah sebelumnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten 

Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada 

Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka dilakukan perubahan 

atas perda dimaksud.  

   

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal I     

 Cukup jelas. 

Pasal II  

 Cukup jelas.    

 

 

 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 58 


